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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data pada aspek Kebijakan 

Pelayanan, Profesionalisme SDM, Saran Prasarana, Sistim Informasi Pelayanan 

Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi pada BAB sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan kinerja pemerintah desa di Kecamatan Bone sebagai berikut:  

1. Kebijakan Pelayanan menunjukan hasil positif dengan nilai rata-rata mencapai 

4.4 yang artinya kinerja pemerintah desa di Kecamatan Bone adalah Sangat 

Baik. Hasil ini diperoleh karena kebijakan pelayanan pemerintah desa sangat 

membantu masyarakat dalam kemudahan dan keadilan saat pelayanan, selain 

itu publikasi dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan 

juga dinilai baik oleh masyarakat karena melibatkan seluruh elemen 

masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Survei kepuasan 

masyarakat juga dinilai baik karena merupakan wadah dalam menyampaikan 

aspirasi masyarakat. 

2. Profesionalisme SDM menunjuukan hasil positif dengan nilai rata-rata 

mencapai 4.1 yang artinya kinerja pemerintah desa di Kecamatan Bone adalah 

Sangat Baik. Hasil ini diperolah karena masyarakat menggap kinerja dari 

pemerintah desa sangat baik dari segi waktu pelayanan yang tidak punya jeda 

istirahat, selain itu waktu pelayanan yang sangat cepat juga dinilai baik oleh 
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3. masyarakat sehingga tidak perlu menunggu waktu yang lama. Perilaku dan 

sikap petugas layanan juga menjadi nilai tambah bagi pemerintah desa 

sehingganya dari aspek profesionalisme SDM pemerintah desa mendapatkan 

penghargaan dari Bapak Camat Bone. 

4. Sarana Prasarana menunjukan hasil positif dengan nilai rata-rata mecapai 4.2 

yang artinya kinerja pemerintah desa di Kecamatan Bone adalah Sangat Baik. 

Hasil ini dianggap sangat baik  oleh masyarakat karena dari pengadaan sarana 

prasarana oleh pemerintah desa sudah menyediakan berbagai fasilitas dalam 

menunjang pelayanan, hal ini dinilai sangat baik dari yang sebelumnya. 

Walaupun masih ada beberapa kekurang yang masih dirasakan oleh 

masyarakat  

5. Sistim Informasi Pelayanan Publik menunjukan hasil  positif dengan nilai 

rata-rata 4.0 yang artinya kinerja pemerintah desa di Kecamatan Bone adalah 

Baik. Aspek ini memiliki nilai rata-rata yang paling rendah, namun masih 

berada pada kategori tinggi. Hasil ini diperoleh karena masih ada beberapa 

kekurangan dalam sistim informasi pelayanan publik yaitu tidak tersedianya 

website sebagai sistim informasi pelayanan, namum hasil ini masih berada 

pada kategori baik karena pemerintah desa mampu menutupi kekurangan itu 

dengan menyadiakan sistim informasi berupa media sosial facebook  dan 

media lainnya seperti spanduk poster/banner. 

6. Konsultasi dan Pengaduan menunjukan hasil positif dengan nilai rata-rata 

mencapai 4.6 yang artinya kinerja pemerintah desa di kecamatan Bone adalah 
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Sangat baik.  Hasil baik ini diperoleh karena konsultasi dan pengaduan sudah 

bisa secara online walaupun tidak menggunakan website atau aplikasi khusus, 

pemerintah desa mempersilahkan masyarakat melakukan konsultasi dan 

pengaduan melalui media sosial facebook, namun tidak jarang masyarakat 

melakukan konsultasi dan pengaduan secara langsung atau tatap muka dengan 

pemerintah desa karena dianggap lebih mudah. 

7. Inovasi menunjukan hasil yang positif dengan nilai rata-rata mencapai 4.2 

yang artinya kinerja pemerintah desa di Kecamatan Bone adalah Sangat Baik. 

Hasil sangat baik ini diperoleh karena inovasi yang dilakukan pemerintah desa 

sangat bermanfaat bagi masyarakat antara lain ruang tunggu yang sudah 

dipasang kipas angin, tersedia fasilitias internet gratis, dan kemudahan 

pelayanan administrasi kependudukan. 

8. Perhitungan akhir nilai indeks penilaian kinerja pemerintah desa di 

Kecamatan Bone dari keenam aspek adalah 4.3 yang artinya kinerja aparat 

desa di Kecamatan Bone berada pada kategori A- atau dapat disimpulkan 

bahwa kinerja aparat desa di Kecamatan Bone secara keseluruhan berada pada 

pelayanan yang Sangat Baik. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitia menyarankan 

a. Bagi Unit Pelayanan Publik Pemerintah Desa di Kecamatan Bone 

1. Pada aspek sarana prasarana lebih memperhatikan lagi agar tercipta 

suasana yang nyaman bagi pengguna layanan terlebih pada toilet 

khusus pengguna layanan yang dinilai masih kurang bersih dan 

terawat. Sarana prasarana penunjang lainnya yang masih kurang 

terutama mesin fotocopy karena masyarakat mengeluh dengan tidak 

tersediahnya mesin fotocopy dan harus ke desa tetangga untuk 

mengcopy berkas yang masyarakat butuhkan. 

2. Pada aspek sistim informasi pelayanan publik sebaiknya menggunakan 

online, karena labih memudahkan masyarakat yang memerlukan 

karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja. 

3. Pada aspek konsultasi dan pengaduan sebaiknya dibentuk  tim khusus 

penanganan yang memang memiliki kemampuan dalam hal itu, 

kemudian disediakannya juga website dalam pelayanan konsulasi dan 

pengaduan sehingganya lebih mempermudah masyarakat dan 

pemerintah desa di Kecamatan Bone. 

b. Bagi peneliti selanjutnya agar hasil temuan dapat diperhatikan dengan baik, 

peneliti selanjutnya menggunakan ruang lingkup yang lebih luas sehingga 

implikasi peneltian akan lebih baik. 
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